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  BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Hak tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan 
kesejahteraan diri dan keluarganya merupakan hak asasi manusia dan 
diakui oleh segenap bangsa-bangsa di dunia, termasuk 
Indonesia.Pengakuan itu tercantum dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-
Bangsa tahun 1948 tentang Hak Azasi Manusia. Pasal 25 Ayat (1) 
Deklarasi menyatakan: 
“setiap orang berhak atas derajat hidup yang memadai untuk 
kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya termasuk hak 
atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta 
pelayanan sosial yang diperlukan dan berhak atas jaminan pada 
saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, 
mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan 
kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya”.1 
 
Sedangkan di Indonesia, falsafah dan dasar negara Pancasila 
terutama sila ke-5 yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia” juga mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Untuk 
mewujudkan komitmen global dan konstitusi dalam bidang kesehatan, 
pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan 
                                                             
1Deklarasi HAM PBB 1948 . Pasal 25 Ayat (1) Tentang “setiap orang berhak atas derajat 
hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya 
termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan 
sosial yang diperlukan dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, 
cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang 
mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya”.  
http://www.scribd.com/doc/19775529/tulisan-arifuddinali Diakses pada 13 Oktober 2016 
 



































masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi kesehatan 
perorangan. 
Usaha ke arah itu sesungguhnya telah dirintis pemerintah dengan 
menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, 
diantaranya adalah melalui PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek 
(Persero) yang melayani antara lain pegawai negeri sipil, penerima 
pensiun, veteran, dan pegawai swasta.Untuk masyarakat miskin dan tidak 
mampu, pemerintah memberikan jaminan melalui skema Jaminan 
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah 
(Jamkesda).Namun demikian, skema-skema tersebut masih terfragmentasi, 
terbagi- bagi.Biaya kesehatan dan mutu pelayanan menjadi sulit 
terkendali. 
Pada tahun 2005 PT. Askes (Persero) diberi tugas oleh Pemerintah 
melalui Departemen Kesehatan RI, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan 
RI Nomor 1241/MENKES/SK/XI/2004 dan Nomor 
56/MENKES/SK/I/2005, sebagai Penyelenggara Program Jaminan 
Kesehatan Masyarakat Miskin (PJKMM/ASKESKIN). Sehingga di tahun 
2014 mulai tanggal 1 Januari 2014, PT Askes Indonesia (Persero) berubah 
nama menjadi BPJS Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang no. 24 
tahun 2011 tentang BPJS.  
Untuk kepesertaan anggota BPJS wajib setiap warga negara 
Indonesia dan warga asing yang sudah berdiam di Indonesia selama 
minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS.Ini sesuai pasal 14 UU 



































Nomor 24 Tahun 2011 BPJS.2 Setiap perusahaan wajib mendaftarkan 
pekerjanya sebagai anggota BPJS. Sedangkan orang atau keluarga yang 
tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota 
keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang 
besarnya ditentukan kemudian. Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS 
ditanggung pemerintah melalui program Bantuan Iuran. Menjadi peserta 
BPJS tidak hanya wajib bagi pekerja di sektor formal, namun juga pekerja 
informal.Pekerja informal juga wajib menjadi anggota BPJS 
Kesehatan.Para pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan membayar iuran 
sesuai dengan tingkatan manfaat yang diinginkan.Jaminan kesehatan 
secara universal diharapkan bisa dimulai secara bertahap pada 2014 dan 
pada 2019, diharapkan seluruh warga Indonesia sudah memiliki jaminan 
kesehatan tersebut. 
Akan tetapi, konteks fakta yang terjadi di  lapangan menunjukkan 
bahwa banyak kendala yang ditemukan dalam masyarakat kelas menengah 
kebaewah  untuk akses BPJS salah satunya tentang pembayaran iuran 
BPJS baik secara mandiri atau melalui perusahaan. Dalam hal pembayaran 
iuran masih banyak yang terlambat bahkan menunggak. Untuk itu tidak 
jauh dari hal tersebut BPJS mengeluarkan Peraturan baru tentang 
                                                             
2UU Pasal 14 Nomor 24 Tahun 2011 BPJS. Tentang kepesertaan wajib setiap warga 
negara Indonesia dan warga asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam 
bulan wajib menjadi anggota BPJS 
 



































kebijakan  pembayaran dalam Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 
16 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penagihan dan Pembayaran Iuran 
JKN Pasal 3 ayat 2 yang isinya: 
“metode penggabungan tagihan PBPU (Pekerjah Bukan 
PenerimaUpah) dan BP (Bukan Pekerjah) adalah dengan 
menggabungkan masing – masing total tagihan peserta yang 
terdaftar dalam pada Kartu Keluarga dan atau yang sudah 
didaftarkan sebagai anggota keluarga”.3 
 
Menurut Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makasar, dr.Elsa Novelia 
mengatakan bahwa: 
  
“peraturan ini beralasan untuk membuat peserta mengirit (dengan 
memangkas) biaya administrasi setiap kali melakukan transaksi 
pembayaran iuran. Selain itu karena dapat meringankan peserta 
yang memiliki anggota keluarga yang menjadi peserta BPJS 
kesehatan dengan jumlah banyak, seperti ada 5 – 6 orang yang 
terdaftar.”4 
 
Kebijakan ini mempunyai sanksi tegas bagi pengguna BPJS di 
antaranya adalah pemerintah menyiapkan dua sanksi. Pertama, mekanisme 
penghentian pelayanan bagi peserta yang menunggak membayar iuran 
lebih dari 1 bulan dilarang menggunakan layanan BPJS kesehatan,5 dalam 
jangka waktu 45 hari usai pelunasan tunggakan.6 Bila tetap digunakan, 
maka akan dikenai denda pelayanan sebesar 2,5 % dari setiap biaya 
pelayanan kesehatan yang tertunggak. Ketentuan ini berlaku jika peserta 
                                                             
3Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 16  Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis 
Penagihan dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional. 
4https://www.pasarpolis.comDiakses pada 27 Oktober 2016 
5Pasal 17.A.1 ayat 1 Perpres Nomor 19 Tahun 2016 Tentang mekanisme penghentian 
pelayanan bagi peserta yang menunggak membayar iuran lebih dari 1 bulan. 
6 Pasal 17.A.1 ayat 3 Perpres Nomor 19 Tahun 2016 Tentang dalam waktu 45 hari  sejak 
status kepesertaan aktif kembali, peserta wajib membayar denda kepada BPJS untuk 
setiap pelayanan kesehatan yang diperolehnya. 



































menunggak sampai paling banyak 12 bulan dengan besar denda paling 
banyak Rp.30.000.000.7 
Dari data sementara yang diperoleh peneliti menyimpulkan bahwa 
kebijakan baru BPJS yang tercatat mulai aktif bulan September 2016 
untuk memberlakukan pembayaran iuran dimana peserta BPJS kesehatan 
harus melakukan pembayaran kolektif dalam satu kali transaksi melalui 
virtual account (VA) kolektif untuk satu keluarga yang mengacu kekartu 
keluarga (KK) yang terdaftar dalam kepesertaan dinilai memberatkan 
warga masyarakat khususnya Bendul Merisi kelas masyarakat menengah 
kebawah, hal tersebut dikarenakan sistem pembayaran yang langsung satu 
KK, sehingga untuk pengeluaran bulanan warga semakin bertambah, 
karana pada mulanya masyarakat tidak mendaftarkan semua anggota 
keluarga hanya anggota tertentu, karena menyesuaikan dengan pemasukan 
penghasilan mereka setiap bulannya.  
Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu warga Bendul 
Merisi Besar yakni Ibu Ismawati beliau mengatakan   
“saya sangat tidak setuju dengan peraturan baru pembayaran 
BPJS kali ini, pembayaran harus langsung satu KK tapi ketika 
bulan lalu saya sakit dan saya berobat ke rumah sakit (RSAL) 
pelayanan tidak baik yang saya dapatkan, dengan dalih dr.nya 
tidak ada , kamar penuh dan lain sebagainya, sehingga terpaksa 
saya berobat ke rumah sakit lain dengan biaya sendiri tanpa 
menggunakan BPJS, dan sekarang saya merasa tidak ada 




                                                             
7Pasal 17.A.1 ayat 4 Perpres Nomor 19 Tahun 2016  Tentang besar denda yakni 2,5% 
dari biaya pelaksanaan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan jumlah 
bulan tertunggak maksimal 12bulan dan besar denda paling tinggi Rp.30.000.000. 
8Ismawati, Wawancara, Bendul Merisi, 10 Oktober 2016 



































Seperti itu salah satu respon dari warga pengguna BPJS di Bendul 
Merisi Besar, memang alih–alih untuk membantu warga masyarakat dalam 
mengirit (memangkas) biaya administrasi namun, dari fakta data 
sementara di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan baru tersebut baik , 
akan tetapi dinilai kurang efektif dan lebih banyak memberatkan 
masyarakat khususnya pada daerah yang menjadi lokus penelitian yaitu 
Bendul Merisi. 
Di dalam Islam juga diatur, bagaimana Islam melindungi fakir 
miskin sebagai kaum marginal. Allah SWT berfirman : 
 َو َء ِتا  َذ ْاا ُﻘﻟ ْﺮ َﺑ َﺣ ﻰ ﱠﻘ ُﮫ  َو ْﻟا ِﻤ ْﺴ ِﻜ َﯿ َﻦ  َو ْﺑا َﻦ  ﱠﺴﻟا ِﺒ ْﯿ ِﻞ  َو َﻻ ُﺗ  َﺒ ِّﺬ ْر  َﺗ ْﺒ ِﺬ ْﯾ ًﺮا  
Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat 
akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.”  
(Al-Isra’ 26).9 
 ًﻨَﺴِْﺣا ِﻦَْﯾﺪِﻟَﻮْﻟ ﺎِﺑًو ُﻘْﻟا ى ِِﺬﺑَو ﺎ ْﺮ  َﺑﻰ  ْاَو ﻰََﻤﺘَﯿْﻟاَو َﻤﻟ َﺴ ِﻜ ْﯿ ِﻦ  َو ْا َﺠﻟ ِﺎ ِر ِذ ْا ى ُﻘﻟ ْﺮ َﺑﻰ  َو ْا َﺠﻟِ ﺎ ْا ر ُﺠﻟ ُﻨ ِﺐ 
 َو ﱠﺼﻟا ِﺣ ﺎ ِﺐ  ِﺑْ ﺎ َﺠﻟ ْﻨ ِﺐ  َو ْﺑا ِﻦ  ﱠﺴﻟا ِﺒ ْﯿ ِﻞ  َو َﻣ َﻣ ﺎ َﻠ َﻜ ْﺖ  َا ْﯾ َﻤ ُﻨ ُﻜ ْﻢ   
Artinya: “Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-
kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan 
                                                             
9 Kitab Al Qur’an, QS. Al Isra’ ayat 26 



































tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu.“ 
(An-Nisa 36).10 
Dari ayat tersebut, dapat dipahami, bahwa Allah melindungi fakir 
miskin dengan memerintahkan umat manusia, saling membantu. Umat 
manusia diperintahkan menyisihkan rizki yang mereka peroleh untuk 
mereka bagikan kepada kaum marginal tersebut. Di sini tampak betapa 
Maha Adilnya Allah SWT. 
Selain melalui ayat-ayat Al-Quran, bentuk perlindungan dan 
keadilan bagi fakir miskin juga dalam hadist Rasulullah SAW, seperti 
berikut : 
Berkata Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: 
  َا ْﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ُﻢ  َأ ُﺧ ْﻮ ْﻟا ُﻤ ْﺴ ِﻠ ُﻢ  َﻻ َﯾ ْﻀ ِﻠ ُﻤ ُﮫ  َو َﻻ َﯾ ْﺴ ِﻠ ْﻤُﮫ  
Artinya : “Seorang muslim saudara bagi sesama muslim, tidak 
boleh menganiayanya atau membiarkannya (tidak ditolong)”. 11 
Dari hadist tersebut tampak bagaimana Agama Islam telah 
mengatur bagaimana bentuk-bentuk perlindungan bagi kaum marginal. 
Peraturan tersebut tidak hanya diciptakan, namun juga dikontrol, untuk 
memastikan dipatuhinya peraturan tersebut dalam sistem tatanan sosial 
masyarakat.  
                                                             
10 Kitab Al Qur’an, QS. AN Nisa’ ayat 36 
11 Nur, Fadlilah, Menyingkap Mutiara Dan Kualitas Hadith (Surabaya: Elkaf, 2003), 207. 



































Namun realita yang terjadi di lapangan demikian, kurang 
profesionalnya pihak RS dalam melayani pasien BPJS kelas menengah ke 
bawah. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat 
kelurahan Bendulmerisi Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya terkait 
peraturan kebijakan baru BPJS antara lain terjadinya ketimpangan dimana 
peraturan baru tentang kebijakan  pembayaran BPJS Kesehatan Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penagihan dan Pembayaran Iuran 
JKN Pasal 3 ayat 2 yang isinya: 
“metode penggabungan tagihan PBPU (Pekerja Bukan PenerimaUpah) 
dan BP (Bukan Pekerja) adalah dengan menggabungkan masing – 
masing total tagihan peserta yang terdaftar dalam pada Kartu Keluarga 
dan atau yang sudah didaftarkan sebagai anggota keluarga”.12  
 
Dengan tujuan untuk membantu meringankan dengan memangkas 
biaya administrasi dengan satu kali pembayaran secara kolektif untuk satu 
Kartu Keluarga namun realita di lapangan tidak sesuai, masyarakat banyak 
yang merasa keberatan dengan peraturan baru pembayaran BPJS tersebut, 
sehingga tidak sedikit dari warga kelurahan Bendulmerisi yang merasa 
terbebani dan lebih memilih untuk berhenti membayar iuran bulanan BPJS 
karena banyak pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan lainnya daripada 
membayar iuran bulanan BPJS yang kebutuhunnya belum pasti.   
Berangkat dari uraian di atas, maka kajian tentang Kebijakan 
Jaminan Kesehatan Masyarakat Studi Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial di Kelurahan Bendulmerisi Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, 
                                                             
12Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 16  Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis 
Penagihan dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional. 



































masih sangat menarik untuk diteliti. Oleh karenanya penulis bermaksud 
untuk mengkaji secara ilmiah, kebijakan jaminan kesehatan masyarakat  
dilihat dari sudut system baru pembayaran iuran Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial  terhitung dimulai sejak September 2016. 
 
B. Rumusan Masalah 
Setelah mengamati latar belakang yang diuraikan, maka fokus 
permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut: 
1. Bagaimana implementasi pembayaran iuran BPJS  terkait kebijakan 
baru Peraturan Nomor 16 Tahun 2016 di Kelurahan Bendulmerisi 
Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya? 
2. Bagaimana efektivitas penerapan kebijakan baru Peraturan Direksi 
BPJS Kesehatan Nomor 16 Tahun 2016 di Kelurahan Bendulmerisi 
Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. 
C. Tujuan Penelitian 
         Dalam setiap penelitian atau pembahasan suatu ilmu pengetahuan 
pasti didasarkan pada suatu tujuan dan maksud tertentu. Maka dalam 
penulisan skripsi ini mempunyai tujuan untuk: 
1. Untuk mendeskripsikan implementasi  kebijakan baru peraturan 
pembayaran iuran BPJS 
2. Untuk mendeskripsikan efektivitas penerapan kebijakan baru Peraturan 
Direksi  BPJS Nomor 16 Tahun 2016 di Kelurahan Bendulmerisi 
Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. 



































D. Manfaat Penelitian 
Berhubungan dengan tujuan penulisan diatas maka penulis paparkan 
bahwa manfaat dari penulisan ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
Dari segi teoritis penulisan ini merupakan kegiatan dalam rangka 
mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya wacana politik terutama 
dalam proses kebijakan publik. Secara akademis penulisan ini diharapkan 
mampu memberikan sumbangan kepada UIN Sunan Ampel Surabaya 
sebagai bahan bacaan yang bersifat ilmiah dan sebagai khazanah 
Intelektual terutama dibidang jaminan kesehatan masyarakat. 
2. Manfaat Praktis 
Sedangkan dalam segi praktis penulisan ini diharapkan mampu 
meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan pemerintah terhadap 
jaminan kesehatan masyarakat dalam program pembayaran BPJS 
mandiri. Manfaat lain dari riset ini bagi mahasiswa adalah memberikan 
landasan berpikir, dan standarisasi. 
E. Penelitian Terdahulu  
Penelitian terdahulu yang pernah ada yang berhubungan dengan 
penelitian ini diantaranya adalah : 
a. Penelitian yang dilakukan oleh Nora Eka Putri  Prodi Ilmu 
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang 
tentang EFEKTIVITAS PENERAPAN JAMINAN KESEHATAN 



































NASIONAL MELALUI BPJS DALAM PELAYANAN 
KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DI KOTA PADANG. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan program 
JKN melalui BPJS dalam pelayanan kesehatan masyarakat miskin di 
Kota Padang. Dari penelitian ini diketahui bahwa variabel efektivitas 
penerapan JKN melalui BPJS mempunyai hubungan sangat kuat 
dengan pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Kota Padang. Dari 
hasil penelitian juga diketahui bahwa efektivitas penerapan JKN 
melalui BPJS bagi pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Kota 
Padang belum efektif. Efektivitas tersebut tidak saja dilihat dari target 
kuantitatif namun juga aspek kualitas pelayanan pelayanan kesehatan 
yang dilihat dari aspek responsivitas, kesopanan kredibilitas, dan 
akses. 
Keterangan Perbedaan : Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang 
efektivitas program JKN dengan studi BPJS, namun Yang 
membedakan penelitian ini dengan penelitian saya adalah jika pada 
penelitian ini letak fokusnya pada efektivitas pelayanan kesehatan 
BPJS terhadap masyarakat miskin, sedangkan pada penelitian saya 
fokus membahas tentang efektivitas penerapan kebijakan baru sistem 
pembayaran iuran BPJS pada masyarakat kelas menengah kebawah di 
Kelurahan Bendulmerisi Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.  
b.   Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ihsan Nur Anwar tentang 
RESPONSIVITAS PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus Pelayanan  



































Pasien BPJS Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru). 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis responsivitas Rumah Sakit 
Umum Daerah Kabupaten Baru dalam melayani pasien BPJS. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara umum Tingkat Responsivitas 
Pelayanan Publik Pasien BPJS Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Barru  yang diukur menggunakan indikator yang dikemukakan oleh 
Zeithaml yang terdiri dari kemampuan merespon, kecepatan melayani, 
ketepatan melayani, kecermatan melayani, ketepatan waktu melayani, 
dan kemampuan menanggapi  keluhan sudah baik. Namun dalam 
indikator kemampuan menanggapi keluhan ada beberapa yang perlu 
menjadi perhatian dari pihak Rumah Sakit Umum Kabupaten Barru, 
seperti kenyamanan pasien dan kebersihan lingkungan rumah sa3kit. 
Keterangan Perbedaan: Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang 
respon namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya 
adalah jika pada penelitian ini letak fokusnya adalah respon pelayanan 
publik Rumah Sakit Umum Daerah Di Kabupaten Barru dalam 
melayani masayarakat, sedangkan pada penelitian saya fokus 
membahas respon masyarakat terhadap kebijakan baru peraturan 
sistem pembayaran iuran BPJS di Kelurahan Bendulmerisi Kecamatan 
Wonocolo Kota Surabaya. 
c. Penelitian yang dilakukan oleh Wenny Andita Program studi Ilmu 
Administrasi Negara UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS 
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DEPARTEMEN ILMU 



































ADMINISTRASI. Penelitian ini tentang Implementasi Kebijakan 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Badan 
Layanan Umum Derah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 
I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana implementasi kebijakan BPJS Kesehatan dan 
factor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan 
BPJS Kesehatan di BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi 
kebijakan BPJS Kesehatan di BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten 
Luwu Timur sudah cukup memuaskan, meskipun masih terdapat 
kendala yang harus bisa diatasi dan diperbaiki. 
Keterangan Perbedaan : Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang 
sama-sama membahas tentang implementasi kebijakan BPJS namun 
yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya adalah jika 
pada penelitian ini letak fokusnya adalah bagaimana implementasi 
kebijakan BPJS Kesehatan dan faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di BLUD 
RSUD, sedangkan pada penelitian saya fokus membahas bagaimana 
implementasi pembayaran iuran BPJS dan kepesertaan BPJS setelah 
dikeluarkannya kebijakan baru peraturan sistem pembayaran iuran 
BPJS di Kelurahan Bendulmerisi Kecamatan Wonocolo Kota 
Surabaya.  



































d. Penelitian yang dilakukan oleh Apriyanda Kusuma Wijaya Fakultas 
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tentang 
HUBUNGAN PEMAHAMAN TENTANG KEWAJIBAN PESERTA 
BPJS KESEHATAN DENGAN PEMANFAATAN PELAYANAN 
KESEHATAN DI DESA TANJUNG HARAPAN SEPUTIH 
BANYAK LAMPUNG TENGAH. Penelitian ini bertujuan 
menjelaskan hubungan pemahaman tentang kewajiban peserta BPJS 
kesehatan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan di Desa Tanjung 
Harapan Kecamatan Seputih Banyak. Dari penelitian ini diketahui  
terdapat hubungan pemahaman tentang kewajiban peserta BPJS 
kesehatan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan di Desa Tanjung 
Harapan, pemahaman tentang kewajiban peserta BPJS kesehatan 
cenderung paham dengan dan cenderung dimanfaatkan. Oleh karena 
itu diharapkan peserta BPJS kesehatan memahami prosedur-prosedur 
atau administrasi yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pelayanan 
yang sesuai. 
Keterangan Perbedaan : Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang 
hubungan  pemhaman kewajiban peserta dengan pemanfaatan 
pelayanan BPJS kesehatan namun yang membedakan penelitian ini 
dengan penelitian saya adalah jika letak fokus penelitan ini adalah 
hubungan pemahaman tentang kewajiban peserta BPJS kesehatan 
dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan di Desa Tanjung, sedangkan 
pada penelitian saya fokus membahas hubungan pemahaman 



































masyarakat peserta BPJS terhadap kebijakan peraturan baru sistem 
pembayaran iuran BPJS di Kelurahan Bendulmerisi Kecamatan 
Wonocolo Kota Surabaya. 
 
F. Sistematika Pembahasan 
Untuk membahas persoalan atau tema ini secara sistematis, maka 
penulis menguraikan sistematika pembahasan dalam penelitian ini 
menjadi: 
 BAB 1   : PENDAHULUAN 
Bab ini mengawali seluruh rangkaian pembahasan yang terdiri 
dari: Judul, Latar Belakang masalah, Identifikasi Masalah, 
Batasan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, 
Penelitian terdahulu, dan Sistematika Pembahasan. 
 BAB II  : KAJIAN TEORI 
Bab ini berisi penjelasan tentang (Kajian konseptual), penulis 
menyajikan hal – hal kajian kepustakaan konseptual yang 
menyangkut tentang pembahasan dalam penelitian. 
 BAB III : METODE PENELITIAN 
Dalam bab ini dipaparkan penjelasan secara rinci tentang 
pendekatan, jenis dan sumber data, teknik analisa data dan teknik 
pengumpulan data, populasi dan sampel. 
 BAB IV : HASIL PENELITIAN 



































Memuat gambaran umum lokasi penelitian, Hasil Penelitian dan 
pembahasan hasil penelitian. 
 BAB V  : PENUTUP 
     Memuat Kesimpulan dan Saran 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
 
 
